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QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL 
NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA 

BUPATI ACEH SINGKIL, 

Menimbang : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam 
rangka memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Jasa Pemakaian 
Kekayaan Daerah dapat dipungut retribusi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Qanun 
Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, 
tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 
Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 
Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4148); 
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6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 
Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 
Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 46343); 

12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 

13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000  
Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 
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16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 
2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 
Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

19. Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855) 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 
Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4614) 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 39  Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 
Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 

30. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasaran Wilayah Republik 
Indonesia Nomor : 373/KPTS/M/2001 Tentang Sewa Rumah 
Negara; 

31. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Aceh Nomor 27); 

32. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Singkil Tahun 2008 Nomor 163); 

33. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil 
Tahun 2010 Nomor 05). 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  KABUPATEN ACEH SINGKIL 

Dan  

BUPATI ACEH SINGKIL  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :    QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI 

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah  adalah Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan Tugas pembentuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam system dan prinsip Negera kesatuan Republik Indonesia. 

4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK 
adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil 
yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 

6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lain, badan usaha milik negara atau 
daerah dengan nama atau bentuk dalam bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, dana pensiun, kongsi, koperasi, dan yayasan atau 
organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap 
serta bentuk usaha lainya. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil. 

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat  disediakan oleh sektor swasta. 

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat  disebut 
retribusi pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah antara lain, 
pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, 
pemakaian kendaraan alat-alat berat /alat-alat besar milik Daerah. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi retribusi tertentu. 

11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memamfaatkan kKekayaan Daerah. 

12. Surat Pendaftaran objek retrinusi Daerah yang selanjutnya dapat 
disingkat SPDORD,adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi 
untuk melaporkan objek retribusi sebgai dasar perhitungan dan 
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang 
iundangan yang berlaku. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. 
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Pasal 3 

(1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan / 
laboratorium / ruangan / kendaraan bermotor. 

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah; 

a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; 
b. Penggunaan kendaraan dinas, mesin, alat-alat berat yang digunakan 

oleh Pemerintah Daerah; 

c. Penggunaan kendaraan, kapal cepat, kapal motor dan sarana 
perikanan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;dan 

d. Penggunaan Gedung Olah Raga (GOR) Ketapang Indah dan Gedung  
Seni di Singkil serta Gedung Pertemuan yang digunakan oleh 
Pemerintah Daerah, mahasiswa/pelajar sepanjang tidak melakukan 
pungutan. 

Pasal 4 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai 
Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa 
Usaha. 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu 
pemakaian kekayaan Daerah. 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan 
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

(3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), sebagaimana 
tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
qanun ini. 
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BAB VI 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 8 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Aceh Singkil. 

BAB VII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 9 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. 

Pasal 10 

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan nya SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. 

BAB VIII 

CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 11 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) 
disetor ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil. 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 12 

(1) Dalam hal Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang 
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi yang yang terutang atau kurang dibayar 
dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan Surat Teguran. 

BAB X 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 Pasal 13 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) 
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 
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(4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke 
Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB XI 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 14 

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan 
dengan menggunakan STDR. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan Surat Teguran. 

(3) Pengeluaran surat teguran yang terutang / surat peringatan / surat izin lain 
yang sejenis sebagi awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 
dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XII 

KEDALUWARSA 

Pasal 15 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang 
retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tertangguh apabila: 

a. Diterbitkannya surat teguran; 

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung 
maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat 
teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 

Pasal 16 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
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(2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi 
Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 17 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif 
atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. 

(3) Tata cara pemberian dan pemamfaatan Insentif sebagaimana 
dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 18 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberikan wewenang khusus sebagai penyidikan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ; 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah  
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencacatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 



Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM.- 10 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan;dan 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 19 

(1) Wajib retribusi  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 
bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang 
yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan 
negara. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pasal 21 

(1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditinjau  kembali paling lama 
3 (tiga) Tahun sekali. 

(2) Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 22 

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai peraturan 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil 
Nomor 43 Tahun 2002 Tentang Reteribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 23 

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil. 

Disahkan di Singkil 
pada tanggal 17 Oktober 2012 

BUPATI  ACEH  SINGKIL, 
 

d.t.o 
 
SAFRIADI 

 
Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 19 Oktober 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
ACEH SINGKIL, 

 
d.t.o 

 
M. YA’KUB KS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 12. 
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LAMPIRAN 
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL 
NOMOR 12 TAHUN 2012 
TENTANG 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 
DAERAH 

 

No Jenis Kekayaan Daerah Tarif Retribusi (Rp) Ket. 

1 2 3 4 

I Penggunaan Gedung/Rumah Dinas 

1 Gedung Serba Guna 250.000,-/hari 
 

2 Gedung Serba /Aula PKM Singkil 200.000,-/hari 
 

3 Gedung Serba Guna Kabupaten  500.000,-/hari 
 

4 Gedung Seni Budaya 150.000,-/hari 
 

5 Rumah Dinas Type 21 13.000,-/bulan 
 

6 Rumah Dinas Type 36 23.000,-/bulan 
 

7 Rumah Dinas Type 45 29.000,-/bulan 
 

8 Rumah Dinas Type 54 35.000,-/bulan 
 

9 Rumah Dinas Type 63 41.000,-/bulan 
 

10 Rumah Dinas Type 67 44.000,-/bulan 
 

11 Rumah Dinas Type 70 46.000,-/bulan 
 

12 Rumah Dinas Type 76 50.000,-/bulan 
 

13 Rumah Dinas Type 84 55.000,-/bulan 
 

14 Rumah Dinas Type 105 69.000,-/bulan 
 

15 Rumah Dinas Type 110 72.000,-/bulan 
 

16 Rumah Dinas Type 120 79.000,-/bulan 
 

17 Rumah Dinas Type 250 105.000,-/bulan 
 

18 Rumah Toko 6.000.000,-/tahun Kecamatan Singkil 

19 Rumah Toko 7.500.000,-/tahun 

Kecamatan 
Gunung Meriah, 
yang menghadap 
ke Jalan 
Kabupaten 

20 Rumah Toko 6.000.000,-/tahun 

Kecamatan 
Gunung Meriah, 
yang menghadap 
ke samping 

21 Rumah Toko 6.000.000,-/tahun 
Kecamatan 
Simpang Kanan 

II Penggunaan Alat-alat Kesenian/Sarana dan Prasarana Pariwisata 

1 
Boya Kapal Pesiar (Tambat Terapung 
Kapal) 

250.000,-/kapal/hari 
 

2 
Boya Kapal Biasa (Tambat Terapung 
Kapal) 

150.000,-/kapal/hari 
 

3 Gendang 10.000,-/buah 
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4 Pondok Wisata/Home Stay 70.000,-/tamu/hari 
 

5 Tabir 150.000,-/unit 
 

6 Baju Adat 50.000,-/set 
 

7 Canang Besi 50.000,-/buah 
 

8 Gitar 50.000,-/buah 
 

9 Suling  50.000,-/buah 
 

10 Piano  100.000,-/buah 
 

11 Baju Tari 100.000,-/set 
 

12 Angklung  50.000,-/buah 
 

13 Gamelan  50.000,-/buah 
 

14 Gong  50.000,-/buah 
 

15 Keyboord  400.000,-/hari 
 

16 Sound System  300.000,-/hari 
 

17 Taratak  300.000,-/buah/hari 
 

18 
Baju Adat (Baju Dan Celana 
Pengantin) 

100.000,-/set 
 

19 
Goyang - goyang Lengkap 
(Pengantin Pria) 

75.000,-/set 
 

20 Bunga Mekhelah Laki-laki 50.000,-/set 
 

21 Canang Kayu  50.000,-/buah 
 

22 Drumd 50.000,-/buah 
 

23 Gendang Rebana  50.000,-/set 
 

24 Biola  50.000,-/buah 
 

25 Piul  50.000,-/buah 
 

26 Organ  50.000,-/buah 
 

27 Gitar Elektrik  100.000,-/buah 
 

28 Harmoni  25.000,-/buah 
 

29 Seusophone 50.000,-/buah 
 

30 Gendang Dua  50.000,-/buah 
 

III Penggunaan Alat Laboratorium BAPEDAL Fisik, Kimia & Mikrobiologi 

1 Bau 15.000,- 
 

2 Rasa 15.000,- 
 

3 Suhu 20.000,- 
 

4 Warna 25.000,- 
 

5 Kekeruhan 30.000,- 
 

6 Zat Padat Terlarut (TDS) 40.000,- 
 

7 Residu Tersuspensi (TSS)  50.000,- 
 

8 Pengukuran Debit Air 105.000,- 
 

9 Pengukuran Kebisingan 105.000,- 
 

10 pH 20.000,- 
 

11 KMnO4 105.000,- 
 

12 DO 105.000,- 
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13 BOD 105.000,- 
 

14 COD 105.000,- 
 

15 Minyak dan Lemak 105.000,- 
 

16 Belerang sbg H2S 50.000,- 
 

17 Deterjen sbg MBAS 50.000,- 
 

18 Air Raksa 65.000,- 
 

19 Arsen 65.000,- 
 

20 Barium 65.000,- 
 

21 Nitrat 45.000,- 
 

22 Nitrit 45.000,- 
 

23 Khrom (IV) 40.000,- 
 

24 Sianida 40.000,- 
 

25 Kobalt 40.000,- 
 

26 Fluoride 40.000,- 
 

27 Selenium 40.000,- 
 

28 Amoniak 40.000,- 
 

29 Sulfat 40.000,- 
 

30 Besi 40.000,- 
 

31 Clorida 40.000,- 
 

32 Mangan 40.000,- 
 

33 Phospat 40.000,- 
 

34 Sulfida 40.000,- 
 

35 CI Bebas 40.000,- 
 

36 Cadmium 40.000,- 
 

37 Salinitas 40.000,- 
 

38 Boron 40.000,- 
 

39 Timbal 40.000,- 
 

40 Seng 40.000,- 
 

41 Tembaga  30.000,- 
 

42 Sulfur (SOx) 75.000,-  

43 Karbon (COx) 75.000,-  

44 Nitrogen (Nox) 75.000,-  

45 Oksidan (O3) 75.000,-  

46 Timah Hitam 75.000,-  

47 Partikulat 75.000,- 
 

48 TSP (Debu) 75.000,- 
 

49 Total Coliform 105.000,- 
 

50 Colifaecal 105.000,- 
 

IV Penggunaan Alat Transportasi Darat, Laut dan Sungai 

1 Bus Mini  200.000,-/hari 
 

2 L-300 Pick Up 175.000,-/hari 
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3 Colt Diesel 120 PS 250.000,-/hari 
 

4 Speed Boad 2.000,-/mill 
 

5 Poliklinik Terapung 2.000,-/mill 
 

6 Speed Boad Tujuan Pulau Banyak 300.000.-/Hari 
 

7 Speed Boad Tujuan Kuala Baru 200.000.-/Hari 
 

V Penggunaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 

1 Lapangan Bola kaki  300.000,-/pertandingan 
 

2 Gedung Olah Raga  500.000,-/pertandingan 
 

3 Lapangan Volly 7.500,-/jam 
 

4 Lapangan Basket 10.000,-/jam 
 

5 Lapangan Tenis Lapangan  15.000,-/jam 
 

6 Lapangan Tenis Meja  7.500,-/jam 
 

7 Lapangan Bulu Tangkis 7.500,-/jam 
 

VI Penggunaan Alat-Alat Berat 

1 Asphal Mixing Plantixing Mini (1 ton) 200.000,-/jam 

 

2 Asphal Finisher 200.000,-/jam 

3 Asphal Sprayer 200.000,-/jam 

4 Bulldozer 100-150 HP 200.000,-/jam 

5 Chin Saw 50.000,- /jam 

6 Compressor 4000-6000 L/M 150.000,- /jam 

7 Concrete Mixer 0.3- 0.6 M3 50.000,- /jam 

8 Concret Vibrator 50.000,- /jam 

9 Crane 10- 15 Ton 50.000,- /jam 

10 Generator Set 150.000,- /jam 

11 Jack Hammer 50.000,- /jam 

12 Motor Greder  175.000,- /jam 

13 Vibrator Roller 200.000,-/jam 

14 Trailer/Trado 
2.000.000,-/trip/sekali 

jalan 

15 Exavator 200.000,-/jam 

16 Whrell Loader 1.0 – 1.6 M3 175.000,- /jam 

17 Dump Truck Isuzu 6 M3 43.750,- /jam 

18 Dumk Truck Hino 4 M3  31.250,- /jam 

19 Tandem Roller 6-8 T 200.000,-/jam 

20 Compressor 150.000,- /jam 

21 Pedestrian Roller 200.000,-/jam 

22 Tempat Masak Aspal 200.000,-/jam 

23 Tire Roller 8-10 T 200.000,-/jam 

24 Three Whelel Roller 6-8 T 200.000,-/jam 

25 Track Loader 75-100 HP 200.000,-/jam 

26 Stamper 37.500,- /jam 
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27 Water Pump 37.500,- /jam 

 

28 Mobil Tangki 31.250,- /jam 

29 Alat Perpipaan (tracker & katrol) 37.500,- /jam 

30 Core Drill  100.000,-/titk 

31 Back Hoe Loader 200.000,-/jam 

32 Mobil Amroll  31.250,-/jam 

33 
Mobil Tangki Tinja (Non Rumah 
Tangga) 

400.000,-/hari 

VII Pemanfaatan Tanah Kosong 

1 Tanah Kosong 500,-/M²/hari 
 

BUPATI  ACEH  SINGKIL, 
 
d.t.o 
 
SAFRIADI 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


